LAMPIRAN [l KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR . B3L TAMAN o7
TANGGAL 24 negemeER 200t
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN

INFORMASL

DAN DOKUMENTASI DAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DIKABUPATEN GUNUNG MAS SERTA DAFTAR ISIAN INFORMASI FUBLIK

A STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS KOMUNIKAST DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

" NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN -

TGL. EFEKTIF

TGL. RE‘# I::rI

800/

/DKISP-PIP; /2017

DISAHKAN OLEH

?&bi DANINFORMATIEA, STATISTIK

lﬁBUPATEN GUNUDNG MAS

HL., M8

i
P *HHHJ.F-"T]H‘HH{HE 0 199403 hmrj

PENYUSUN WWEMbDRMﬂSI DAN DORKUMENTASI

BIDANG PENGELOLAAN INFOERMAS] PURBLIK NALMA SO FUBLIK.
—“—D ASAR HIUKUM - : KUALIFIKAST PELAKSANA B _ W
1. |_[11d;,m-|_g -Undang Nmnuu. 14 Tahun 2008; 1. Diploma dan Sarja.t‘lm_
2, Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 2. BLTA/SMA/Sederajat
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 3. Marmpu Mengoperasiltan Komputer
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
5. Peraturan Komisi Infurmasi Nomor 1 Tahun 2010;
&. Pﬂaturan Kﬁn:us_-l [nformaﬁl Momor 1 Takun 2013. _ B B e
KETERKAITAN : - PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja |
2. CPU
3. Printer
4.  Alat rulis kantor
2. Jaringan mternel
TPERINGATAN - PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Standar Operasional  Prosedur  tidak dilaksanakan maka dikenakan
sanksi J.egl.;l:fm l.asa.rl atau Trrtl.us 'i-m"n alesan secars berjenjang.

Disimpan dalam bentul: soffcopy dan hardeapy [




PENDUKUNG

| KELENGKAPAN @ WAKTU

dikecualikan oleh setiap orang.

PELAKSANA
No KEGIATAN PPID PPID | Atasan
Pembantu | Utama | PPID
| Mengumpulkan informasi dan 1. UU No. 14
dokumentasi yang berkualitas dan relevan Tahun 2008;
dengan tupoksi masing-masing komponen 2. UU No. 25
di Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2009;
baik yang diproduksi sendiri, @ 3. UU No. 23
dikembangkan, maupun yang dikirim ke Tahun 2013;
pihak lain, yang berupa arsip statis 4. PP No. 61
| maupn dinamis, arsip aktif maupun arsip Tahun 2010;
1 inaktif dan arsip vital yang dikuasai. | 5, Peld No. 1
* | Informasi vang dilakukan meliputi jenis Tahun 2010;
dokumen, penanggung jawab pembuatarn, | 6. Perki No.1
‘waktu dan tempat pembuatan, serta Tahun 2013.
bentuk informasi vang tersedia dalam
hentuk hardcopy dan sofftcopy. Format
pengigian dalam pengumpulan informasi
dan dokumentasi di masing-masing
komponen di Pemerintahan Kabupaten
Gunung Mas.
Mengklasifikasikan seluruh informasi dan 1. UU No. 14
dokumentasi vang telah dikumpulkan dan Tahun 2008;
mengidentifikasikannya berdasarkan sifat * 2. UU No. 25
informasi dan dokumentasi, selain itu e | Tahun 2009;
juga mengklasifikasikan informasi dan r — ‘3. UU No. 23
dokumentasi vang dikecualikan dengan Tahun 2013;
2. | kategori  sebagaimana  yang telah 4. PP No. 61
ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Tahun 2010;
Pasal 17 dan 18. Pengujian tentang 5. Peki No. 1
konsekuensi dengan seksama dan penuh Tahun 2010;
ketelitian sebelum menyatakan Informasi 6. Perki No.1
dan Dokumentasi Publik  tertentu Tahun 2013.

OUTPUT

Daftar Informasi

Seccara dan
herkala, Dokumentasi
serta Publik (DDIP)
merta yang telah
dan dikumpulkan
setiap dari komponen
saat dan  Peranghkat
| Daerah
Secara Daftar Informasi
berkala, dan
serta Dokumentast
merta Publik  (DDIP)
dan vang telah
setiap diklasifikasikan
saat | kebenarannya




Mendokumentasikan informasi publik
dalam bentuk softecopy dan tempat
penyimpanan dokumen dalam benituk
hardcopy dengan tata cara mengarsipkan
dokumen dan disahkan sesuai klasifikasi |
informasi dan dokumentasi wajib, secara |
berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu
dibuat dalam daftar informasi dan |
dokumentasi yang dikecualikan.

dan
dan

Menetapkan  Daftar Informasi
Dokumentasi Publik secara resmi
mengumumkan kepada masyarakat.

Daftar Informasi dan
Dokumentasi Publik ke website resmi
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
maupun sarana informasi lainnya.

Mengunggah

Daerah

Secara
berkala, Daftar Informasi
s dan
Alat tulis kantor | merta :
T Dokgmenta51
= : Publik (DDIP)
; getiap
i saat
Setelah
DIDP
Mengadakan Setelah ditetapkarn,
DIDP k2
rapat bersama terkump Surat Keputusan | jika ada |
dengan PPID ol dari DIDP yang tamt-aharr
Utama dan FPID PPID ditandatangani informasi
Pembantu untuk | Pert it oleh Atasan PPID | baru,
menentukan DIP | - - dibuat 5K
| untiuk
ditetapkan
Tebsite oz ,
;:iztigfdt:;masi Sefclall |
lainnyva 1.;ang | D.!DP Ad:a_n}'a_ kﬂnte}f]
dimilili oleh ditetapka | DIDP Elil website
komponen dan | n oleh | Pemerintah
B eeiiathb | Atasan | Daerah
PPID




B.

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMAS] PUELIK

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS KOMUNIKAST DAN INFORMATIEA, STATISTIE DAN PERSANDTAN
KASUPATEN GUNUNG MAS

'HT]'J.-'I.N(r FFN(_TE-I UL:’LM"-I lI‘n'F‘DR\MhI FUBLIK

] I:TIYL]MDR S'D'F

&l] [};' ,."DK[.‘::-P—PIP," 2017

TGL. PEMBUATAN

TGL, REVISI t r

TGL. EFEKTIF

N HM.A SOP

DISAHKEAN OLEH

A W
“Er_”-;ﬁ-u'

%L E[EL M.Si

BUOB20 199403 1 019

FELAYANAN PERMOHINAN INFORMAS] PUBLIK

KUALTFTKASI PELAKSANA

1. Umlsmg—Unda.ug Nomor 14 Tahun 2008;

2. Undang Undang Nomer 25 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2013;

4. Peramuran Permerintah Nomor 61 Tahun 2010;

5. Perasuran Kemis Tnformasi Nomer 1 Tahun 2010,
fi. Perasuran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 20013,

1. Dviplems dan Sarena
3. SLTA/SMA/Sedorajat

3. Mampu Mengoperasikan Komputer

i L

MAH i PERALATAN ;PERLB:NGK APAN :
1. Lembar Kerja dan E::ncana I\E’l’jﬂ
2, CPU
3. [rinter
4. Alat tulis katitor
5. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Stander  Operasional  Prosedur
sanksi Teguran Lisan atan Tertuis dari atasan secara berjenjang.

ticlids dilaksanakan maka dikenalean

- Disimpan dalam bentuk soffcopy da_n h:trdc‘opy




Pelaksana Pendubung
Kom| en
Kegiatan Pemohon B g uﬂ? Ket
I Registrasi PPID Kelengkapan Waktu Output
| Informasi PPID Pembant Perangkat
. Daerah |
- | Pada hari
| 1}Formulr dan jam | Formulir
' . Permohonan kerja Permoho
' - . | Informasi yang | untuk nan !
. (:) tersedia di meja | pemohon | informasi
| Pemohon informasi dapalt pelayanan PPID | informasi  yang n
menyampaikan permohonan atau yang | secara telah diisi
informasi yang dibutuhkan baik ditampilkan di | langsung | lengkap
secara langsung atau tidak _ website; dan setiap d{an .
langsung ' 2)Folocopy  atau | saat untuk | dilampiri
acan  identitas | pemohon fotocopy/
. diri [NIK) dari| informasi scan
; pemohon secars identitas
informasi tidak diri (N1K)
! langsung
Melakukan registrasi berkas : _ .
permohonan informasi publik. ' PH.dHr hari
Jika dokumen/informasi vang dan jam
diminta telah termasuk dalam kerja
DIP dan dimiliki oleh meja untuk DIP yang
informasi atau sudah terdapat di Sk d s Fe?uuhun_ ik
website PPID, maka langsung pemohion informasi | R
| diberikan kepada pemohon . informasi Secars dalam
informasi atau bisa langsunng > disimpan dalam lang:ﬂ:l;g bentuk
diunduh _'3'1'3!1 pemohon bentuk hardcopy da:u s:,ualpk hardeopy
informasi. Jika . dan softcopy saal unfy A
informasi/dokumentasi vang pcm-:}hnn_ | soiceiiy
diminta belum termasuk dalam 5 informasi
- DI, maka berkas permohonan | secara
disampaikan kepada PPID atau | | tidak
PPID Pembantu. . r_ langsung
|
I |, S




PPID meminta kepacda komponen
atau Perangkat Daerah untuk
memberikan informasi atau
dokumen vang sudah termasuk
dalam DIP, kepada PPID untuk
diberikan kepada pemohon
mformasi, komponen atau
Perangkat Daerah memberikan
| informasi atau dokumen yang
dimaksud kepada PPID atau
PPID Pembantu.

-10-

. Memberikan informasi alau
dokumen yvang diminta oleh
pemohon informasi vang telah
menandatangani tanda bukt
penerimaan informasi atau
dokumen.

.

DIP yang telah
ditetapkan oleh
komponen atau
Perangkat
Daerah

10
{sepuluh)
harti kerja
sejak
permohon
amn
informasi
diterima
oleh PPID

DIP
(Daftar
Informasi
Fublik)

Informasi atau
dokumen vang
diminta olech
pemaohon
informasi

Perpanjan
gan
permohon
an
informesi
adalah 7
(tujuh)
hari kerja,

Informasi
publik
yang
diminta
oleh
pemohon
informasi




-11-

¢C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJ] KONSEKUENSI PUBLIK

! _ - . | NOMOR S0P - . 800/  /DKISP-PIF} 2017
[ : | TGL. PEMBUATAN .
| TGL. REVISI : ) ~
TGIL. EFEKTIF : 4\\
BT ChED oY =t RSN RSN
r & mam DINA: UNIKASI DAN INFORMATIKA, ;};{gﬁq r<
L) - ¥ 1 ) ] = o e e
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS _-i,fqr e e -F;lh ANDIAN KABUPATEN G i M
u‘ E"p“ -
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | DISAHKAN OLEH | e i 2
KABUPATEN GUNUNG MAS | R per=esime
5'*‘&_ b b Drs. DIHEL., M.Bi
N Ao W 19650820 199403 1 019
BIDANG PENGEL OLAAN INFORMAST FUBLIK NABA SOF : UJTK{}ﬂbE:IgUhNSI PUBLIK
DASAR HUKUM : .| KUALIFIKASI PELAKSANA | )
| Undanngndang Nomaor 14 Tahun 2008; 1. Diploma dan Surjana
2, TUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 2. BLTA/SMA/ Scderajat
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013; 3. Mampu Mengoperasikan Komputer |
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahuan 20 10;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahuan 2010;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013,
KETERKAITAN ; ' PERALATAN/PERLENGKAPAN ; 5
1. Lambar Kerja dan Rencana kKerja
2. CFU
3. Printer

4, Alat tulis kanvor
&, Jarmgan interned

PERINGATAN : | PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Standar Operasional  Prosedur tidak dilaksanakan malca dikenakan |- Disimpan dalam bentuk softcopy dan Rurrdcopry

k; 5:.111[-:51 Teguran Lisan atau Tertuis fli‘l.l‘l atasan HUCHTH hrnen_]ang




Mo

Kegiatan

Melakukan
informasi/dokumen yang
tidak termasuk dalam DIP
dengan melibatkan fim
pertimbangan  pelayanan
informasi

kajian atas |

S12-

Mcmberikan
pertimbangan atas
informasi /dokumen yvang
dimaksud vyang
rahasia berdasarkan UU,
kepatuhan
kepentingan umum

Menyampaikan kepada
PPIT) atas status informasi
/ dokumen vang dimints
pemohon informasi,
apakah termasuk rahasia
atau terbuka,

dimaksud adalah terbuka,
maka FPII
memerintahlan

kepada

bersifat |

dan |

1.]]1{[:1 |
informasi/dokumen yang |

Pelaksana
' Tl]:l:l Komponen
PPID Utama f Kedt.
! Pertimbangan atau Pemohon :
i lgém;PnIID Pelayanan Peranpkat Kelengkapan I Waktu Output
i i Informasi Daerah !
i Berkas
Berkias ' permohonan
- informasiyang
pe s telah diisi
informasi/do Setiap saat lengkap dan
E 3 kumendari SEHAp ¢ tﬁk’fmpliri
ﬁ;’ihm“m“ | fotocopy / sean
| identitas diri
| (NIK)
_ 1. Dasar
Hukum . Surat
! UU KIP 14 . | keputusan tim
Tahun Pada hari dan |
2008: {p kenda | pet timbangan
L i | pelavanan
2. Perki Nn.l | i
Tahun j i
2010 ,
|
Pada hard dan |
Informasi jam kerja | ¢ . :
dokumen maksimal 10 : Eﬂiﬁ” dari
* yang telah | (sepuluh| hari | Kom 5 ;
. i : et ponen atau
dinvatakan kerja sejak |
i : - | Perangkat
terbuka permohonan Decih
untuk publik | informasi i
teregistrasi




komponen [/ perangkat
daerah untuk
menyerahkan

informasi/dokumen yang
dimaksud. Jika status
informasi / dokumen oleh
Tim Pertimmbangan
Felavanan Informasi

| dinyatakan rahasia maka

PPID membuat sural
penolakan kepada

pemohon informasi

Memberikan informasi

yang diminta oleh |

pemohon informasi
dengan  menandatangani
tanda bukti penerimaan
atan memberikan  surat

penolakan kepada
pemohon jika status
informasi/ dokumen

dinvatakan rahasia

-13-

e

Informasi
dokumen

vang diminta

oleh
pemohon
informasi

atau Sur

penolakan

jika informasi |

Jdokumern
tersebut

at

dikategorikan

rahasia

Maksimal
diberikan
perpanjangan
pemenuhan
permohonan
| informasi
| selama 7(tujuh)
| hari scjak
| pemberitahuan
tertulis
diberikan  dan
|tidak  dapat
diperpanjang
| lagi

[nformasi
publik Varng
diminta oleh
petnohon

informasi atau
surat penolakan
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D. STANDAFE OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KARUPATEN GUNUNG MAS

LINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIEA, STATESTIK DAN PERSANTIAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

N UMCIIR S0P

800/

fDI-C[E:P—PIPf f2017

TGT PLL‘IBU’ ATA ‘J

5L, REVIS]

TGL. EFEKTIF

DMSAHKAN OLEH

P e KIWAN KARLUPATEN GUNUNG MAS

gl P71 mrammwm Tk
TP

\ ;
\F"’-’n Her

BLU-‘LHU .':’E,I"IGEL(!I AAT IN FO RM.PL""\I FUBLIK

NM'-'I"L 50P

EHRSAH HUKUM :

K'HA.I..E‘IKAS] PELAKSANA :

— NJ:P 19690820 1994-03 1019
'[’Ehﬂ-ﬁﬂﬁfi KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

-

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20048

. J_'hplm:ﬂa dan Sarjana

1.

2. Undang-Undang Fomor 25 Tahun 2009; 2 SLTASMA/ Sederajat

A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 3. Mampu Mengoperasilktan Kemputer

4. Peramuran Pemerintah Homeor &1 Tabun 2010;

5. Perauran Komisi Informasi Nomaer 1 Tahan 2010;

6. Peramuran Komisi Informas Nomor 1 T‘ahun 3013

' EETERKP.I‘P‘&I‘I PEE.PJAT&HI PERLEPW{KI‘LFEN {
Leinlsar Kerja dan Rencana Kerja '
2. CPU
3, Printer
4. Alat tulis kantor
3.  Jeringan internet
FERINGATAN : | PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Slandar  Operasional Prosedur tidak dilaksanakan malka diltenaloan

sanksi Teguran Lisan atau Teriis dari atasan secara berjenjang.

= D:mmpsu:l dalam bentulk softcopy dan hwdcapa,-
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No

Kegiatan

Pemohon
| pengajuan keberatan atas rdak
' tetlayaninya permohonan informasi
vang dibutuhkan melalui : (1) datang
langsung dan mengisi formulir
permohonan pengajuan keberatan
informasi public dengan melengkapi
fotocopy identitas diri (NIK), (2)
' melalui  website dengan
| formulir yang telah diunduh dan
| menyertakan scan identitas diri (NIK])
kemudian dikirim ke alamat email
PPID yang tertera di website, (3)
mengirim fax formulir permohonan
vang telah diisi lengkap disertai
dengan fax identitas diri (NIK) ke
Nomor fax PPID

informasi menyampaikan |

mengisi |

e L ——————

Pendukung

s P e e e

Kelengkapan | Waktu [ Qutput

Melakukan
pengajuan
informasi

registrasi formulir
keberatan  pelayanan
dan menyampaikan

PPID

pengajuan keberatan kepada atasan |

t

Pelaksana
e PPID | Atasan
Femohon | Began | gy0uppin | PPID
Informasi iﬂag‘,l&tr&s:n e rhanE. | |
(1) formulir
pengajuan
keberatan
' | informasi
publik yang
tersedia di meja
pelayanan PFID Pada
atau ' 3
ditampilkan di | gﬂ“
2 an
C) website dan | .
dapat diunduh -’;"m.r
: | kerja
(2) fotocopy
atau scan
identitas diri
| [NIK) dari
pemohon vang
mengajukan
keheratan
|
Sernua data- |
data pemohon | Pada
- . informasi hari
disimpan dalam | dan
bentuk jam
' hardcopy  dan | kerja
soft copy

Formulir
pengajuan
keberatan
pelayanan
informasi
publik  yvang
telah diisi
lengkap dan
dilampiri
fotocopy /scan
identitas din
Daftar
pengajuan
keberatan
pelayanan
informasi yang
telah di file
dalam bentuk
hardcopy dan
softcopy

B .
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Memeriksa formulir pengajuan
keberatan dari para pemohon
informasi dan memerintahkan PFID
dan PPID pembantu untuk menjawab
| permohonan informasi :

| Memerintahkan kepada PPID dan
PFID pembantu untuk memenuhi |
permintaan informasi dari pemohon
informasi

o

Memberikan informasi vang diminta oleh
pemohon informasi kepada atasan FPID
jika informasi yang dimaksud telah
masuk DIP. Atasan FPPID akan
menjawab pengajuan keberatan kepada
pemohon informasi, jika informasi yvang
diinginkan pemohon informasi tidak
termasuk dalam DIF yang telah |
dinmumkan, karena informasi belum
tersedia atau termasuk informasi vang
dikecualikan maka diberikan surat
penolakan kepada pemohon informasi.

F

[ Berkas

F 9

Daftar surat

v

: Pada
pengajuan hdrs yang harus
keberatan A diberikan
pelayananinfor |. kepada PPID
masi yang talah E‘m dan PPID
diisi lengkap “U8 | pembantu
Suraft
| perintah
tertulis
kepada PPID
(1)berkas
pengajuan ot
keberatanpelay Pada AN
anan informasi har HerAniN
vang telah diisi dan : L
lengkap, jam pc:r;m}z;_
(2) DIP yang kerja |booioton
tolah -mfclrmalala] vang
diumumkan rncnga_]_ukan
keberatan
pelavanan
informasi
publik
Dokumen/
ilnfurmasi yang Informasi
imaksud oleh :
pemohon vang | Pada g}:}?}fm }§:§
dimaksud oleh | han e hot
permohion dan Fnihn‘nasi atau
informasi  arau | kerja | aurat
rekomendasi
Sk penolakan

penoclakan

L
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E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITAS] SENGKETA INFORMASI

TrABAR HIOKUM :

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS KOMUNIEAS] DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

| NOMOE SCGP

8O0/ FOELSP-PIR)  [f2017
TGL. PEMBUATAN
TCL. REVISL : .

TGL, EFEKTIF

MB3AHRAN (OLEH

if |
‘Drs. DIHEL., M.Bi

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

= it _
NAMA SOP FASILITASI SENOKETA INFORMASE

KUALIFTRAST PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tabhun 2008,
2. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009;

- -

1. Diploma dan Sarjana
3. BLTA/SMA/ Sederajat

AN UNIKASL DAN INFORMATTRA,
EEMOIAN KARUPATEMN GLNUNG

1%,/ 19600820 199403 1 019

3. Undang Undang Momeor 23 Tahun 2013; 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
| 4. Peramiran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000
5. Peramuran Komisi Informasi Nomoer 1 Tahun 2010,
6. Peraturan Kommisi Informas Nomor 1 Tahun 2013,
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Lembar Kega dan Rencana Kerja
2. iU
3. Printer
4. Alar tulis lkkantor
5. Jaringan internet
PERINGATAN * | PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Stz-u'lda.u‘ Operasional  Prosedur  tidak dilaksanaken maka dikenakan
sanlsi Teguran Lisan atau Tertuis dari atasen secara berjenjang.

;f
|

- Thaclmpan dalam bentuk sefteopy dan hardeapy




No

Kegiatan

Pelaksana

Pernohon
Informasi

PPID) dan
PPID
Permbantu

PP

Atasan

S18-

Komisi

8] Informasi

Kelengkapan

| keberatan
 kepada atasan PPID dalam
| waktu

Setiap Pemohon Informasi |

mengajukan
gsecara tertulis

dapat

10 (sepuluh) hari
kerja, sejak permohonan
informasi teregistrasi dan
diberikan. Perpanjangan
pemenuhan informasi

' selama 7 (tujuh) han sejak

pemberitahuan teriulis
diberikan dan tidak dapat

diperpanjang lagi.

| Informasi
 Mengupayakan

Atasan PPID_- Men.etapkan -

Sengketa
Untuk

Tim  Fasilitasi

Penyelesaian Sengkela
Informasi, Yang Dibentuk
Olch PPID Utama

2)

keberatan

Pengajuan
keberatan
Informasi
Publik
tersedia
meja
pelayanan
PPID atau
ditampilkan
di website dan
dapat
diumduh;
Fotocopy atau
scan identitas
diri (NIK) dari
pemohon
informasi
yang
mengajukan

yang
di

Pendukung
Waktu Qutput
| Plucdin Bard dam| LA
Ssiin Yok Permohonan
maksimal 10 Inlfcl R }dang
(sepuluh) hari | a0 Bl
e s lengkap dan
kerja, sejakk s
T dilampiri
infm'rlﬁsi fotc oy /
: . scan identitas
teregistrasi -

' diti (NIK] |

Tanggapan
tertulis dan
atasan PPID
perihal
informasl yang
disengketakan

Ket.




— e

A——

Fasilitasi

r—— i

Tim Sengketa
Informasi  diketuai oleh
PFID Utama dan
beranggotakan PPID

Pembantu terkait, pejabat
yvang menangani bidang
hukum, pejabat fungsional,
serta JFU vyang sesuai
dengan kebutuhan.

e —_— i
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Tim  Fasilitasi
informasi melaporkan
proses penanganan
sengketa informasi kepada
atasan PPID.

sengketa

Upava penyelesaian
Sengketa Informasi Publik
diajukan kepada Komisi
Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten / Kota
sesuai dengan
kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID
dalam proses keberatan
tidak memuaskan Pemohon
Informasi.

Informasi
| dokumen
diminta
i Pemﬂhc}n‘
| informasi

14 fempat
belas) hari
kerja setelah
diterimanya
langgapan
tertulis dari
Atasar. PPID

|
atau |

yang
oleh

Perpanjangan
permohonan
informasi
adalak 7
{tujuh hari

kerja.

Informasi
publik
diminta
pemohoon
informasi.

YAng

oleh
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS.

NOMOR  : 641 TiHud 3o

TANGGAL 24 Dezempe€ Zolf

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DIKABUPATEN GUNUNG MAS SERTA DAFTAR ISIAN INFORMASI PUBLIK.

FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK

Pejabat/ |

s ; Unit/ Penangguig | Waktu dan Bentuk Informaqnl J.‘:ngica
Jenis | Ringkasan Satker) Jawab Temmat info Tl i e B | Wakin
No | Infor Isi - Pembuatan | Gy el - Wajib Wajib Wajib ) Atau
| mand b rrmaa Yang enerhit | embuatan Yang Diuvmumkan - . : Informasi vang :
masi Inlormas: . | atau Penerbit | : . Dinmunikan Dinmumican : : Retensi
| Menguasai Informasi Informasi Tersedia Secara : Dikecualikan .
: Informasi | Bt Serta Mecrta Sctiap Saat ATSID




